SALINAN

VYNV
BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, perlu melakukan perubahan terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);



10.

11

12.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5650);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



Menetapkan

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007
tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2016 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 144);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah
Rp.2.712.153.687.000,00 bertambah sejumlah Rp.168.477.225.000,00 sehingga
menjadi Rp.2.880.630.912.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan

1. Semula Rp. 2.644.349.237.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 94.968.270.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.739.317.507.000,00

b. Belanja
1. Semula Rp. 2.712.153.687.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 168.477.225.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.2.880.630.912.000,00
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. (141.313.405.000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp. 77.304.450.000,00
b)Bertambah /(berkurang) Rp. 85.107.955.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 162.412.405.000,00
2. Pengeluaran
a) Semula Rp. 9.500.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.599.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 21.099.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 141.313.405.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 00,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan asli daerah
1.Semula Rp. 293.481.316.000,00
2.Bertambah/(berkurang) Rp. 143.861.908.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 437.343.224.000,00

b. Dana perimbangan
1.Semula Rp. 1.736.520.547.000,00
2.Bertambah/(berkurang) Rp. 15.227.882.000,00
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.1.751.748.429.000,00



c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.Semula Rp. 614.347.374.000,00
2.Bertambah/(berkurang) Rp. (64.121.520.000,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan Rp. 550.225.854.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 57.732.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.550.500.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 69.282.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 30.921.373.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (4.522.832.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 26.398.541.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 9.620.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.930.875.000,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan Rp 21.550.875.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula Rp. 195.207.943.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 124.903.365.000,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah Perubahan Rp. 320.111.308.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil
1. Semula Rp. 44.054.830.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.693.361.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 47.748.191.000,00

b. Dana Alokasi Umum
1. Semula Rp. 1.256.068.249.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (22.065.080.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 1.234.003.169.000,00



c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 436.397.468.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 33.599.601.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 469.997.069.000,00

d. Dana Insentif Daerah

1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 00,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah
1. Semula Rp. 1.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah hibah setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00

b. Dana Darurat

1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 00,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
1. Semula Rp. 99.365.806.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 16.982.685.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah
Perubahan Rp. 116.348.491.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp. 51.141.752.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan Rp. 51.141.752.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
1. Semula Rp. 102.341.755.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (81.104.205.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 21.237.550.000,00



f.

Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN

1. Semula Rp. 359.998.061.000.00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00

Jumlah Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari

APBN setelah Perubahan Rp 359.998.061.000,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.

b.

Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp. 1.746.687.127.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.191.148.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.1.744.495.979.000,00

Belanja Langsung
1. Semula Rp. 965.466.560.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 170.668.373.000,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.1.136.134.933.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja:

a.

Belanja Pegawai
1. Semula Rp. 1.149.032.612.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (10.764.259.000,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 1.138.268.353.000,00

. Belanja Bunga

1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp.

Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp.

Belanja Hibah

1. Semula Rp. 37.704.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.944.288.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp.

Belanja Bantuan Sosial
1. Semula Rp. 48.871.280.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.598.500.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp.

00,00

00,00

34.759.712.000,00

46.272.780.000,00
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f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. 7.949.969.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.902.767.000,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 9.852.736.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp. 501.129.266.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 9.449.610.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
Perubahan Rp. 510.578.876.000,00

h. Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp. 2.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.763.522.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 4.763.522.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja:
a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp. 51.086.192.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 17.916.932.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 69.003.124.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp. 437.988.701.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 96.996.252.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 534.984.953.000,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 476.391.667.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 55.755.189.000,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 532.146.856.000,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 77.304.450.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 85.107.955.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 162.412.405.000,00

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 9.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.599.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 21.099.000.000,00
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
1. Semula Rp. 75.804.450.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 85.107.955.000,00

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah
Perubahan Rp.

. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah  Pencairan Dana Cadangan  setelah

perubahan Rp.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah Perubahan Rp.

Penerimaan Pinjaman Daerah
1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah

Perubahan Rp.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman
1. Semula Rp. 1.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman

setelah Perubahan Rp.

Penerimaan piutang daerah

1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Penerimaan piutang daerah  setelah

Perubahan Rp.

160.912.405.000,00

00,00

00,00

00,00

1.500.000.000,00

00,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

a.

pembiayaan:
Pembentukan Dana Cadangan
1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
Perubahan Rp.

00,00
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b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula

Rp. 8.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.599.000.000,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah
Daerah setelah Perubahan Rp. 19.599.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 00,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula

Rp. 1.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Rp. 1.500.000.000,00

Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.
b.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini; dan

Daftar Pinjaman Daerah.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 6

Dalam hal terjadi keadaan darurat setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja
untuk keperluan mendesak, yang selanjutnya dilaporkan dalam Laporan
Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1l) paling sedikit memenuhi
kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kabupaten

Kebumen dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak dapat diharapkan terjadi secara berulang;

o

berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dan
masyarakat; dan

c. adanya kebijakan Pemerintah yang berimplikasi pada beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan

darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

13



Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI KEBUMEN,
ttd
MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2017

P1t. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd
MAHMUD FAUZI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
PIh.KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM,

ttd
IRA PUSPITASARI, S.H.

Penata
NIP. 19800417 200604 2 015

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (16/2017)
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